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ABSTRACT
Choosing a leader is a common thing in democracy, both direct and indirectly. This process is a manifestation of the principle of people power, where the highest power is on the hands of the people and the people are free to determine their own destiny. Everyone has equal rights in democracy and the leader are elected by the majority votes. The problem that arises later is when the similarity of identity such as religion and ethnicity as a primordial aspect becomes a preference in choosing a leader not based on their capability. In the election of the Governor of North Sumatra in 2018, identity politics tended to strengthen in Moslem voters, especially in terms of religion, indigenous issues and natives. This practics of identity politics resulted in a victory for the couple Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah (Islam-Islam). The main question in this study is why identity politics is still relevant to be used by Muslim voters in the Election of Governor of North Sumatera in 2018. The study was conducted with a case study method, in which all data were collected through library studies. This study concludes that Muslim voters see identity politics still relevant to use in choosing leaders, because they consider Muslims have to be led by leaders who care about Islam. This understanding emerged from previous experiences in DKI Jakarta, namely the Al Maidah 51 incident by Ahok and discriminatory practices against Muslims when led by the non-Muslims and the Muslims who did not care about Islam in various regions in Indonesia.
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ABSTRAK
Memilih pemimpin adalah hal yang lazim dalam demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini merupakan bentuk pengejawantahan dari prinsip people power, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan rakyat bebas menentukan sendiri nasibnya. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih dalam demokrasi dan seorang pemimpin dipilih berdasarkan suara terbanyak. Problem yang muncul kemudian adalah ketika kesamaan identitas seperti agama dan etnisitas sebagai aspek primordial menjadi preferensi dalam memilih pemimpin bukan berdasarkan pada kemampuan. Dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 lalu, politik identitas cenderung menguat pada pemilih Muslim terutama dalam hal agama, isu pribumi dan putra daerah. Politik identitas ini menghasilkan kemenangan bagi pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah (Islam-Islam). Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah mengapa politik identitas masih relevan digunakan oleh pemilih Muslim dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus, dimana seluruh data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemilih Muslim melihat politik identitas masih relevan digunakan dalam memilih pemimpin, sebab mereka menganggap umat Islam harus dipimpin oleh pemimpin yang peduli pada Islam. Pemahaman ini muncul dari pengalaman sebelumnya di DKI Jakarta, yakni  insiden Al Maidah 51 oleh Ahok dan praktik diskriminatif terhadap umat Islam ketika dipimpin oleh non muslim dan orang muslim yang tidak peduli dengan Islam di berbagai daerah.

Kata Kunci: Politik Identitas, Agama, Pemilih Muslim, Pemilihan Gubernur
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A. PENDAHULUAN
	Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah melalui serangkaian sejarah panjang penerapan demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi parlementer, sampai kepada demokrasi pancasila dalam bentuknya yang sekarang (Purnaweni, 2004: 181). Demokrasi sendiri secara sederhana diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan nasibnya. Demokrasi berasal dari kata dalam bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan, yang kemudian menjadi demokratia atau kekuasaan rakyat.
	Dalam demokrasi pemimpin dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Purnaweni, 2004; Ma’arif, 2012; Fikri dan Oktario, 2018). Pergantian kepemimpinan atau rezim dalam demokrasi adalah hal yang lumrah, proses ini merupakan sebuah awal yang baru bagi rakyat dan tak jarang proses pergantian kepemimpinan ini disebut juga sebagai pesta demokrasi. Kemenangan seorang pemimpin seyogyanya merupakan kemenangan bagi rakyatnya, sebab pemimpin terpilih merupakan hasil akumulasi dari suara terbanyak atau pilihan mayoritas.
Penerapan pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi di berbagai belahan dunia memiliki dinamika yang berbeda-beda. Di negara-negara yang homogen misalnya, preferensi dalam memilih pemimpin lebih dikarenakan isu apa yang ia bawa, untuk kepentingan siapa dan bagaimana ia akan menjalankan roda kepemimpinannya. Sementara, di negara-negara yang penduduknya heterogen, faktor identitas seperti suku, agama, ras, warna kulit, usia, penampilan, budaya, dan bahasa menjadi aspek primordial yang sangat menentukan keberpihakan seseorang terhadap calon pemimpin yang akan ia pilih (Maarif, 2012; Xiaomei, 2014). Pelibatan aspek primordial dalam demokrasi untuk mengarahkan keberpihakan berdasarkan identitas tertentu disebut dengan politik identitas.
	Polemik yang kemudian muncul adalah apakah praktik politik identitas baik atau buruk jika dalam demokrasi di Indonesia? Terkait dengan hal ini, ada perbedaan pendapat di kalangan akademisi, dimana sebagian mengatakan bahwa politik identitas merupakan indikator primordialitas karena memilih pemimpin bukan berdasarkan kapasitas melainkan atas dasar identitas, sementara sebagian lainnya mengatakan baik karena pemimpin yang terpilih akan mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai kelompok mayoritas (Caplan, 2008; Haboddin, 2012; Ma’arif, 2012; Burhan dan Sani, 2013; Faraidiany, 2016; Fikri dan Octario, 2018).
Di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, politik identitas masih menjadi praktik politik yang populer di kalangan elit, dan kelompok mayoritas masih menjadi dambaan para politisi untuk mendulang suara. Dalam kasus pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 lalu misalnya, suara kelompok yang diperebutkan adalah suara etnis Jawa dan umat Islam, sebab kedua kelompok identitas ini merupakan kelompok mayoritas di Provinsi Sumatera Utara[footnoteRef:2]. Menariknya, kedua calon Gubernur yakni Edy Rahmayadi dan Djarot Syaiful Hidayat bukan berasal dari Sumatera Utara, mereka sama-sama beragama Islam, dan sama-sama berdarah Jawa. Sementara wakilnya sama-sama berasal dari Sumatera Utara, hanya saja yang satu beragama Islam (Musa Rajeckshah) dan satu lagi beragama Kristen (Sihar Sitorus). Latar belakang ini menciptakan kontestasi yang cukup tajam, sehingga mendorong pelibatan unsur-unsur lain dalam prosesnya. Politik identitas memainkan peranannya pada pemilih di kedua sisi dan memenangkan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah sebagai hasil akhir, dengan perolehan suara 3.291.137 (57,58%)[footnoteRef:3]. [2:  Sumber: www.sumut.bps.go.id ]  [3:  Rujuk pada tautan berikut: https://nasional.kompas.com/read/2018/07/11/16345571/infografik-peta-kemenangan-pilkada-sumatera-utara-2018 ] 

	Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Mengapa Politik Identitas masih relevan digunakan oleh pemilih Muslim dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara Tahun 2018?
2. Bagaimana bentuk Politik Identitas yang digunakan oleh pemilih Muslim dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018?

B. METODE 
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus tipe deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini hanya terbatas pada upaya untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan kondisi apa adanya. Seluruh data diperoleh dari hasil penelusuran literatur dan studi kepustakaan untuk mencari data tentang hal-hal atau variabel yang ingin diteliti baik berupa buku dan artikel jurnal maupun web site.

Tinjauan Pustaka
	Menilik persoalan tentang politik identitas memang memiliki daya tarik tertentu, baik dari sisi akademis maupun dari sisi praktis. Konsep politik identitas pada dasarnya berbeda dengan konsep identitas politik, tetapi keduanya mengakar pada pada konsep identitas. Secara harfiah, identitas sendiri berasal dari kata dalam bahasa latin “idem”, yang artinya “sama”, sedangkan secara konseptual, identitas merujuk pada identitas bersama, termasuk di dalamnya pengakuan atas keberadaan, penerimaan, dan afiliasi terhadap sebuah subjek (Xiaomei, 2014). Baik identitas politik maupun politik identitas sama-sama menempatkan seseorang pada sikap politik tertentu dan keberpihakannya berdasarkan konstruksi identitas yang ia miliki, baik secara sosial maupun kultural Setyaningrum (2005: 19). Dari dua pandangan ini, dapat ditarik suatu definisi bahwa politik identitas merujuk pada praktik politik yang didasarkan pada pemanfaatan kesadaran akan kesamaan identitas tertentu, seperti; warna kulit, jenis kelamin, agama, budaya, pekerjaan, etnis, ras, dan usia.
Politik identitas pada dasarnya memiliki perbedaan dengan politik aliran yang kembali populer di era pasca reformasi. Politik aliran merujuk pada kelompok-kelompok sosio-budaya yang berkembang dari pembilahan kultural masyarakat Jawa ala Geertz (santri, priyayi, dan abangan) dan kemudian menjelma sebagai organisasi politik dengan menganut arah serta posisi ideologis yang sama (Alatas, 2010: 39). Sementara politik identitas cenderung mengedepankan kesamaan identitas terlepas dari adanya implikasi bahwa kesamaan identitas memiliki kesamaan arah dan posisi ideologis. Praktik politik aliran pada Pemilu 2009 menyebabkan kontestasi yang tajam antara partai-partai nasionalis dengan partai Islam.
Politik identitas seyogyanya merupakan strategi dalam politik, yang apabila dipraktikkan dapat berarti baik atau buruk, tergantung siapa, bagaimana, dan untuk tujuan apa politik ini dimanfaatkan (Setyaningrum, 2005; Appiah, 2006; Ma’arif, 2012; Xiaomei, 2014). Penggunaan politik identitas sebagai strategi pada dasarnya memiliki tujuan yang fundamental, seperti membela dan memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang tertindas karena identitas yang dimilikinya (Appriah, 2006: 15). Akan tetapi persoalan yang terjadi di Indonesia menurut Siti Musdah Mulia (dalam Ma’arif, 2012: 45) ini dilakukan oleh kelompok mainstream, yaitu kelompok mayoritas, dengan niat ”menyingkirkan” kaum minoritas yang dianggapnya ”menyimpang” atau ”menyeleweng”. Terlebih karena proses desentralisasi dan otonomi daerah mendorong penguatan identitas kultural dan sentimen kedaerahan, yang apabila tidak diantisipasi bukan hanya akan menumbuhkan sentimen local-nationalism yang dapat tumpang tindih dengan ethnonationalism, tetapi juga menghilangkan posisi sentral Pancasila sebagai identitas nasional baik langsung maupun tidak langsung (Azyumardi Azra dalam Fikri dan Octario, 2018: 183).
Pada proses pergantian kepemimpinan, politik identitas cenderung dimaksudkan untuk mengarahkan pilihan kepada calon pemimpin yang memiliki kesamaan identitas dengan mereka, baik identitas agama, suku, warna kulit, jenis kelamin, budaya, pekerjaan, ras, dan usia. Dalam praktiknya, politik identitas dihembuskan oleh seorang elit terhadap kelompok mayoritas untuk memperoleh legitimasi dalam setiap tindakan politiknya, sementara di sisi lain digunakan oleh kelompok tersebut untuk menentukan pilihan berdasarkan kesamaan-kesamaan identitas tertentu (Maarif, 2012; Xiaomei, 2014; Fikri dan Octario, 2018).
Praktik ini menimbulkan reaksi negatif dan penolakan dari kelompok minoritas, terutama dalam proses pergantian kekuasaan baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara moral praktik politik identitas dalam pergantian kepemimpinan dinilai buruk, karena pemimpin yang terpilih karena praktik politik identitas dianggap seringkali mengeluarkan kebijakan yang tidak berimbang, berat sebelah, memihak pada satu sisi, memarjinalkan sisi lainnya sehingga berpotensi memunculkan konflik horizontal pada tataran tertentu (Ma’arif, 2012). Terlebih lagi, pemimpin terpilih dikhawatirkan hanyalah sebatas simbol keislaman dan tidak memiliki keunggulan dalam kapasitasnya. Tetapi dari sudut pandang yang berbeda, praktik politik identitas dinilai relevan dan fungsional sehingga hampir setiap orang kini melakukannya. Ini senada dengan pendapat Chandrakirana dalam Haboddin (2012) yang mengatakan bahwa Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi -alat untuk menggalang politik- guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya”.
Sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Fikri dan Octario (2018: 177) bahwa praktik ini menjadi mungkin karena identitas masih dapat digunakan sebagai acuan dan konsolidator demokrasi, itu sebabnya para elit saat ini cenderung membawa isu-isu yang berkaitan dengan identitas dalam politik praktis yang dijalannya dalam rangka untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Politik identitas biasanya tidak lepas dari kampanye negatif dan kampanye hitam yang bertujuan untuk merusak citra diri lawan politik dan mengalihkan perhatian para pemilih (Ahmad, 2008; Sopian, 2011).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
	Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa media daring nasional, ditemukan bahwa reproduksi politik identitas yang mempengaruhi kecenderungan afiliasi suara pemilih Muslim dalam pemilihan gubernur sumatera utara tahun 2018 terbagi atas tiga tipologi, diantaranya: pembenturan antara Islam dengan “kafir” (penganut agama lain), membangkitkan kembali sentimen pribumi dan non pribumi, serta reproduksi politik identitas melalui kampanye negatif dan kampanye hitam. Berikut ini merupakan penjabarannya.

Reproduksi Politik Identitas dalam Media Daring dengan kata kunci “Politik Identitas Pilgubsu 2018”
	No
	Tipologi
	f
	%

	1
	Pembenturan Identitas antara Islam dengan Penganut agama lain
	15
	39,5

	2
	Membangkitkan sentimen Pribumi dengan Non pribumi
	12
	31,6

	3
	Repoduksi politik identitas melalui kampanye negatif dan kampanye hitam
	7
	18,4

	4
	Lain-lain
	4
	10,5

	Jumlah
	38
	100


Sumber: Data primer

Identitas Agama: Islam dengan “Kafir”
	Isu agama sudah sejak lama menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung, isu ini selalu muncul dalam ke permukaan dalam berbagai bentuk dan rupa tetapi tidak begitu intens, sebab pada pemilihan sebelumnya setiap pasangan calon pemimpin terdiri dari Muslim dan Non Muslim. Selama model “pelangi” ini diterapkan, relasi antarumat beragama masih tetap terjaga dengan baik. Akan tetapi pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, isu agama kembali direproduksi ke publik sebagai perluasan dari gerakan 411 dan 212 pasca insiden Al-Maidah 51 oleh Ahok serta euforia kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017 sebagai isu sentral[footnoteRef:4]. [4:  Rujuk pada tauran berikut: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44601789 ] 

	Insiden Al-Maidah 51 dan gerakan sosial yang mengikutinya merubah banyak hal di Sumatera Utara, dimana kelompok suku yang dahulunya satu oleh sistem kekerabatan mulai terpecah-pecah karena isu agama. Kondisi ini mengakibatkan kerenggangan ikatan antara Siregar Islam dengan Siregar Kristen, Saragih Islam dengan Saragih Kristen, Tarigan Islam dengan Tarigan Kristen dan sebagainya. Padahal, di masa lalu orang-orang yang terikat dengan sistem kekerabatan tidak begitu mempersoalkan perbedaan agama yang dianut. Mereka menjaga kerukunan dalam ikatan kekerabatan seperti dalihan na tolu bahkan sampai mereka mati, pun mereka lebih marah jika dikatakan “tidak beradat” daripada “tidak beragama” (Angga, 2017: 193).
	Kenyataan yang terjadi saat ini justru sangat berbeda dibanding dulu. Kampanye memang tidak lagi dilakukan di tempat ibadah melainkan di ruang publik seperti lapangan dan media sosial (youtube, facebook, dan sebagainya), tetapi hal itu merubah sesuatu yang sifatnya eksklusif menjadi inklusif dan mempertajam perbedaan pilihan yang dianut masyarakat. Penggunaan isu kafir sebagai bentuk reproduksi politik identitas memisahkan ikatan kekerabatan yang sudah terjalin lama, doktrin-doktrin agama seolah memaksa orang memilih antara surga dan neraka. Proses pemilihan kepala daerah dianggap sebagai perang simbolis antara kebajikan dan keburukan. Kontestasi antar dua pasang calon kepala daerah di Sumatera Utara tahun 2018 seolah membenturkan antara umat Islam dengan penganut agama lain, sehingga muncul terminologi “Partai Allah vs Partai Setan” yang dilontarkan oleh salah satu tokoh nasional Indonesia[footnoteRef:5]. [5:  Rujuk pada tautan berikut: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413144201-32-290626/amien-rais-dikotomikan-partai-setan-dan-partai-allah ] 

	Keterlibatan tokoh agama seperti ustadz dan ulama sebagai patron untuk meraih suara dinilai sangat berpengaruh, sebab keberadaan patron menjadi referensi spiritual bagi pemilih Muslim menetapkan pilihannya berdasarkan kesamaan identitas agama. Dalam kasus pemilihan gubernur sumatera utara tahun 2018, para ulama merasionalisasikan pemimpin muslim sebagai figur ideal yang harus dipilih oleh umat Islam. Mereka menilai bahwa penistaan terhadap agama Islam terjadi karena Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang tidak peduli dengan Islam, sehingga ini memicu reaksi publik dan menjadi salah satu faktor mengapa para ulama menekankan bahwa umat Islam harus memilih orang-orang yang peduli dengan Islam[footnoteRef:6],[footnoteRef:7]. Meski tidak spesifik mengarahkan, tetapi pemilih muslim menafsirkan bahwa orang-orang yang dikatakan peduli dengan Islam adalah pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah, yang berlatar belakang Islam-Islam dan bersedia menandatangani pakta integritas dengan para ulama[footnoteRef:8]. [6:  Lihat videonya pada tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=OQSPdAFhbUE ]  [7:  Lihat videonya pada tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=C9GsxiTd0zE ]  [8:  Rujuk beritanya pada tautan berikut: https://kumparan.com/gun_gun-gunadi/gnpf-ulama-sumut-komitmen-dukung-eramas-1522137746209 ] 

Sebutlah Ustadz Abdul Somad, yang meski tidak menunjukkan keberpihakannya pada salah satu calon, dalam potongan video ceramahnya menganjurkan bahwa umat Islam harus memilih pemimpin Muslim sebagai aturan yang bersumber dari Al Qur’an. Ia menganalogikan pasangan Calon Gubernur dan Gubernur sebagai gulai[footnoteRef:9], dimana gulai yang boleh dimakan adalah gulai “kentang dengan daging yang halal” sementara gulai yang tidak boleh dimakan adalah “kentang dengan daging yang tidak halal”[footnoteRef:10]. Ceramah ini oleh sebagian besar umat Islam sebagai petunjuk bahwa pemimpin ideal adalah pemimpin yang beragama Islam, baik gubernur maupun wakilnya. Kemudian ada Ustadz Adi Hidayat, yang menyampaikan pesan bahwa pemilih Muslim boleh saja sepakat tidak memilih, sebab itu merupakan hak azasi seseorang dalam demokrasi. Tetapi persoalannya ketika orang Muslim tidak memilih, orang liberal memilih, orang sekuler memilih, lesbi ikut memilih, homoseksual memilih. Ketika suara mereka banyak, mereka yang memegang kekuasaan”[footnoteRef:11].  [9:  Jenis makanan khas Melayu dengan kuah santan berwarna kuning]  [10:  Lihat videonya pada tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=2BI0TF24hq0 ]  [11:  Lihat videonya pada tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=X47clB9AKKw ] 


Identitas Pribumi vs Non Pribumi
Di Sumatera Utara, pemilihan Kepala Daerah tidak dapat sepenuhnya lepas dari isu kedaerahan, terutama dalam hal identitas pribumi dan non pribumi (Burhan dan Sany, 2013; Faraidiany, 2016). Setiap kali pemilihan diadakan, wacana pribumi dan non pribumi selalu menjadi preferensi layak atau tidaknya seseorang menjadi pemimpin di Sumatera Utara, bahwa konsep pemimpin ideal direproduksi sebagai sosok keturunan pribumi dan menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat pribumi melalui sikap politiknya (Muda, 2013; 142). Kecenderungan ini yang membuat Sofyan Tan, seorang tokoh masyarakat Tionghoa mengurungkan niatnya untuk bertarung di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018[footnoteRef:12]. [12:  Rujuk pada tautan: https://www.rmol.co/read/2016/04/03/241823/Maju-Di-Pilkada-Sumut,-Sofyan-Tan-Pasti-Punya-Hitung-hitungan- ] 

	Edy Rahmayadi adalah seorang keturunan Melayu dan Jawa kelahiran Aceh, selain itu ia pernah menduduki posisi strategis di Sumatera Utara selama karir militernya. Latar belakang sebagai prajurit militer menciptakan citra bahwa ia memiliki rasa nasionalisme yang tidak diragukan. Sebenarnya jika dilihat dari tempat kelahiran, ia adalah seorang “pendatang”. Tetapi karena ia keturunan Melayu dan beragama Islam, ia dianggap oleh pemilih Muslim sebagai pribumi dan putra daerah.
Djarot adalah keturunan Jawa asli, seorang politisi, dan dianggap memiliki cukup pengalaman untuk menjalankan pemerintahan di tingkat provinsi. Kolaborasinya dengan Ahok selama memerintah DKI Jakarta dianggap berhasil oleh sebagian kalangan, akan tetapi ia bukan orang asli Sumatera Utara dan kerap dilabeli sebagai “pendatang” sehingga menyulitkan langkahnya untuk meraih suara di beberapa kabupaten kota. Terlebih lagi, polemik reklamasi teluk Jakarta membuat ia dikaitkan oleh sebagian pemilih Muslim sebagai bagian dari kelompok 3A, yakni Asing, Aseng, dan Antek[footnoteRef:13]. [13:  Asing merujuk pada negara lain, Aseng merujuk pada WNI keturunan Cina, dan Antek Merujuk pada orang-orang “pribumi” yang bekerja atau dimanfaatkan oleh Asing dan Aseng untuk kepentingan tertentu.] 

Sejak dahulu, terminologi pribumi dan non pribumi memang masih menjadi isu yang sensitif di Indonesia terutama bagi masyarakat Sumatera Utara, terutama jika dikaitkan dengan warga keturunan Cina[footnoteRef:14]. Warga keturunan Cina di Sumatera Utara masih dianggap sebagai komunitas yang eksklusif, segregatif, tidak loyal terhadap NKRI, jaringan sosial yang sangat tertutup, selalu memandang rendah kaum pribumi khususnya umat islam bahkan hingga kini (Faraidiany, 2015; Harahap dan Abdurrahman, 2014). Beberapa kali muncul gejolak dalam relasi mereka baik dalam skala kecil (konflik dalam kehidupan sehari-hari) maupun yang berskala besar seperti di tahun 1965 dan 1998. Kasus terakhir adalah miskomunikasi terkait protes adzan yang berujung pada pembakaran vihara karena meledaknya amarah warga di Tanjungbalai (Susanto, 2018). [14:  Rujuk pada tautan berikut: https://tirto.id/sejarah-kebencian-terhadap-etnis-tionghoa-bFLp ] 

Para pemilih Muslim di Sumatera Utara memahami bahwa etnis Tionghoa menguasai sektor perekomian di berbagai bidang, sektor yang cukup vital dimana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Di satu sisi keunggulan ini menciptakan privilege tersendiri bagi etnis Tionghoa dan di sisi lain ini menciptakan kecemburuan sosial dan prasangka bagi kelompok etnis lain (Putra, 2010). Hasil penelitian Burhan (2013: 30) menunjukkan bahwa hal ini memunculkan persepsi bahwa keberadaan Tionghoa dapat mengancam pribumi, baik itu ancaman yang bersifat simbolik (ancaman terhadap nilai-nilai, moral, budaya) maupun yang bersifat realistik (ancaman terhadap kesejahteraan hidup seperti kekuatan politik dan ekonomi).
Insiden ”Al Maidah 51” oleh Gubernur Ahok beberapa tahun silam menjadi pintu masuk pemanfaatan sentimen pribumi versus non pribumi dalam pemilihan Gubernur serentak tahun 2018 (Sutisna dan Akbar, 2018). Pernyataan tersebut dilihat sebagai pernyataan simbolik oleh Ahok yang beretnis Tiongha dan dianggap sebagai bentuk dominasi minoritas non pribumi terhadap kelompok pribumi yang mayoritas beragama Islam. Serangkaian isu ini menjadi media yang tepat untuk mematahkan strategi politik Djarot-Sihar dalam meraih suara pemilih Muslim di Sumatera Utara, selain karena Djarot adalah mantan rekan kerja Ahok, ia diusung oleh partai yang dianggap tidak pernah memihak umat Islam dan wakilnya pun beragama Kristen. Tiga hal ini menjadi referensi yang kuat bagi elit untuk membangun rasionalitas agar umat Islam tidak memilih mereka, sebab ketika mereka terpilih kebijakan yang akan diambil dikhawatirkan tidak akan pernah berpihak kepada umat Islam seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Manado, dan sebagainya yang mayoritas penduduknya penganut agama lain. Pengalaman tersebut menciptakan ketidakpercayaan pemilih Muslim terhadap kepemimpinan yang dianggap tidak fair dan kepemimpinan yang dianggap mengancam nilai-nilai keislaman karena pengaruh dari orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan, seperti; pembatasan adzan, dukungan terhadap LGBT, dukungan terhadap ideologi komunis, pembiaran atas kasus penistaan agama, dan sebagainya.

Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif
Pemilihan Calon Gubernur di Sumatera Utara tahun 2018 silam juga diwarnai dengan serangkaian kampanye negatif dan kampanye hitam. Kampanye negatif ini oleh Ahmad (2008: 2) dimaknai sebagai informasi yang benar tetapi sifatnya negatif terkait dengan identitas kandidat (bisa dugaan korupsi, karakter, sejarah masa lalu, keluarga dsb) yang didasarkan pada fakta, sementara kampanye hitam tidak didasarkan atas data dan fakta (hoax). Kedua jenis kampanye ini biasanya dilakukan oleh elit tertentu untuk mengesankan citra diri yang baik dengan cara menciptakan citra buruk kepada lawannya. Pada praktik ini, peran media menjadi sangat penting khususnya dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada para konstituen atau pemilih.
Kedua kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara mengakui bahwa mereka menjadi korban kampanye hitam dan kampanye negatif pada Pilkada Sumatera Utara tahun 2018. Edy Rahmayadi misalnya, beliau diisukan terkena serangan stroke sehingga tidak mampu melanjutkan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Sumatera Utara, padahal kenyataannya ia sedang melaksanakan Umroh[footnoteRef:15]. Dari beberapa media yang ditelusuri tidak diketahui pasti siapa yang menyebarkan, tetapi isu ini bertujuan untuk mengarahkan para pemilih untuk tidak memilih pemimpin yang sakit. Isu lain yang berkembang adalah pembaptisan Edy Rahmayadi[footnoteRef:16] dan isu tentang dugaan kedekatannya dengan Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria[footnoteRef:17] serta isu-isu lain yang ditujukan untuk merusak citra Edy Rahmayadi. Sementara wakilnya tersangkut dugaan kasus alih lahan yang dilakukan oleh PT. ALAM di masa lalu[footnoteRef:18]. [15:  Rujuk pada tautan berikut: https://www.antaranews.com/berita/716597/edy-rahmayadi-mengaku-sering-mendapat-fitnah ]  [16:  Rujuk pada tautan berikut: https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/10/05/2018/pendeta-bantah-baptis-edy-rahmayadi/ ]  [17:  Rujuk pada tautan berikut: http://jateng.tribunnews.com/2018/12/06/edy-rahmayadi-bantah-punya-hubungan-dekat-dengan-ratu-tisha-kasihan-dia-dia-yang-rugi?page=3 ]  [18:  Ijeck https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190207204711-12-367345/kasus-lahan-wagub-ijeck-klaim-sudah-lama-tinggalkan-pt-alam ] 

Di lain pihak, Djarot juga mengalami hal yang sama. Dalam pengakuannya, ia mengatakan bahwa ada tudingan bahwa pemilihan Gubernur hanya batu loncatan untuk menduduki posisi Menteri di pemerintahan yang sekarang[footnoteRef:19], secara otomatis ini akan menghantarkan Sihar Sitorus menjadi Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Djarot nantinya[footnoteRef:20]. Berdasarkan pengalaman polemik yang muncul akibat kepemimpinan Ahok di Jakarta, para pemilih muslim di Sumatera Utara cenderung tidak menginginkan polemik yang sama kembali terulang karena kepemimpinan non Muslim di Sumatera Utara. Meski sejak awal program-program yang diutarakan oleh Djarot-Sihar dinilai cukup populis dan memiliki nilai jual tinggi untuk mendongkrak elektabilitas, pengalaman terdahulu membuat pemilih Muslim seolah tidak lagi melihat hal itu sebagai sesuatu yang penting. [19:  Rujuk pada tautan berikut: https://regional.kompas.com/read/2018/04/12/08084891/djarot-kepada-yang-memfitnah-saya-berdoa-ampuni-mereka-tuhan ]  [20:  Rujuk pada tautan berikut: https://pilkada.tempo.co/read/1083350/djarot-saiful-hidayat-minta-dai-beri-pendidikan-politik-ke-umat/full&view=ok ] 

Tak kalah seru, Djarot juga ditimpa isu miring tentang praktik politik uang yang ia lakukan di sela-sela agenda kampanye[footnoteRef:21]. Isu politik uang semakin menguat dengan digagalkannya dugaan serangan fajar melalui pembagian sembako oleh mantan Gubernur Syamsul Arifin di Kota Medan[footnoteRef:22]. Untuk Sihar sendiri, kasus alih fungsi lahan Register 40 dari hutan lindung menjadi lahan perkebunan menjadi batu sandungan yang sangat menyulitkan baginya[footnoteRef:23].  [21:  Rujuk pada tautan berikut: https://www.liputan6.com/pilkada/read/3502727/kuasa-hukum-djarot-saiful-hidayat-tudingan-politik-uang-fitnah ]  [22:  Rujuk pada tautan berikut: http://medan.tribunnews.com/2018/06/26/ini-klarifikasi-syamsul-arifin-soal-rencana-bagi-bagi-sembako-di-jalan-puri?page=2 ]  [23:  Rujuk pada tautan berikut: http://waspadamedan.com/index.php/2018/05/10/keluarga-dl-sitorus-harus-segera-serahkan-lahan-register-40-ke-pemerintah/ ] 

Informasi dalam kampanye hitam maupun kampanye negatif pada dasarnya sangat mempengaruhi preferensi masyarakat untuk memilih kandidat mana yang mereka percayai sebagai pemimpin (Ahmad, 2008: 3). Akan tetapi, baik kampanye hitam maupun kampanye negatif hanya berhasil pada tokoh yang tidak dikenal baik oleh masyarakatnya dan memiliki tingkat keberhasilan tinggi pada swing voter. Jika masyarakat mengenal baik sosok dari tokoh tersebut, kampanye hitam dan kampanye negatif justru hanya akan menimbulkan rasa simpati dan semakin menguatkan karakter tokoh tersebut (Sopian, 2011: 93).

D. PENUTUP
Dilihat sebagai sebuah strategi untuk mewujudkan sebuah tujuan tertentu, politik identitas relevan dilakukan di Indonesia mengingat bahwa nasib bangsa Indonesia ditentukan oleh suara terbanyak dan kepentingan orang banyak harus lebih diutamakan untuk membangun bangsa dengan budaya yang kuat. Tetapi jika dilihat dari perspektif berbeda praktik politik identitas sebaiknya dihindari karena dapat mengancam pluralisme dan demokrasi yang multikultur di Indonesia, terutama jika dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal yang menganggap dirinya tertindas untuk mencari dukungan publik (Ma’arif, 2012: 55). Bagi pemilih Muslim, politik identitas masih relevan digunakan dalam Pemilihan Umum, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pilihan yang dianggap rasional adalah memilih orang yang sama latar belakang identitasnya, yang dalam konteks ini adalah agama Islam. Mereka melihat bahwa beberapa tahun terakhir kepemimpinan yang sedang berjalan tidak memihak pada umat Islam sebagai kelompok mayoritas sehingga memilih pemimpin yang seagama menjadi sangat penting. Tentunya apa yang dikemukakan oleh Caplan (2008) bahwa pemilihan umum yang ditentukan oleh pemilih atas dasar rasionalitas adalah sebuah mitos sedikit terbantahkan oleh kasus yang terjadi pada pemilihan kepala daerah Sumatera Utara tahun 2018, dimana politik identitas justru direproduksi berdasarkan rasionalitas yang dibangun untuk kepentingan kelompok yang lebih besar. Sementara itu, bentuk politik identitas dalam pemilihan gubernur sumatera utara tahun 2018 dilakukan dengan cara membenturkan antara umat Islam dengan penganut agama lain, membangkitkan kembali sentimen pribumi dan non pribumi, kampanye negatif dan kampanye hitam, serta pemanfaatan patronisme dalam agama Islam.
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